
Pemohon Perbaiki Permohonan Koruptor Harus Dihukum Mati 
 

Jakarta, 15 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan 

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945) pada Senin (10/07) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan 

nomor perkara 157/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Michael Munthe, Teja Maulana Hakim, dan 

Otniel Raja Maruli Situmorang. 

Para Pemohon menjelaskan ancaman pidana mati tidak dicantumkan langsung dalam Pasal 2 

ayat (1) maupun Pasal 3 UU Tipikor. Ancaman pidana mati bagi pelaku pidana korupsi baru bisa 

dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat dalam keadaan tertentu sebagaimana Pasal 2 ayat (2) 

UU Tipikor. Menurut para Pemohon, hukuman pidana mati harus dijatuhkan langsung kepada 

pelaku agar menimbulkan efek jera yang kuat. Menurutnya, keamanan kejahatan sering diabaikan 

karena kejahatan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak mendapat perhatian publik. 

Ketua MK Suhartoyo pada Senin (18/12/2023) dalam nasihatnya mengingatkan para Pemohon 

untuk menelaah kembali permohonannya. Misalnya terkait pasal yang diajukan. Sebab, jenis 

perbuatan atau tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berbeda, sehingga ancaman 

pidananya pun berbeda. (TIR) 

Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 
ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan 
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id 

http://www.mkri.id/

